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Akar Persoalan

• Agama mempunyai posisi
yg kuat: bukan hanya dlm
masyarakat, tp juga dalam
kehidupan bernegara.

• Sila Ketuhanan Yang Maha
Esa----pasal 29 UUD 1945: 
Indonesia bukan negara
sekuler, bukan negara
agama.



• Hukum Islam—terutama
hukum perdata Islam–
merupakan hukum yg
hidup. Ada perdebatan
teoritik (Van Den Berg; 
Snouck Hurgronje, 
Hazairin, Sajuti Talib, 
sampai Ichtiyanto).

• Bagaimana dg hukum
pidana Islam?



Landasan Teologis-Politis

 Islam diyakini agama sempurna: tidak hanya
terkait urusan akhirat, tapi juga sosial-politik
(Islâm dîn wa daulah)

 Islam tidak bisa tegak tanpa kekuasaan
politik.

 Sejak kelahirannya Islam sudah bersentuhan
dengan politik kekuasaan.

 Politik untuk melindungi agama dan tata 
kehidupan dunia (li hirâsat al-dîn wa siyâsat 
al-dunya)



 Di Indonesia: sejak awal
kemerdekaan Islam dan
politik telah terjadi
pergumulan. 

 Islam sebagai ideologi tak
pernah mati.

 Sejak reformasi menjadi
momentum kebangkitan
Islam politik. 

 Proses intensifikasi Islam 
melalui: Konstitusinalisasi
syariah; nasionalisasi
syariah; dan “lokalisasi” 
syariah (Arskal Salim, 
2010)



Mengapa Regulasi Islam?

Multi krisis tak
berkesudahan

Moralitas bangsa rusak
 Islam mayoritas
Umat Islam selalu

dipinggirkan
Sistem Islam belum pernah

dicoba
Hukum di Indonesia warisan

kolonial yang terbukti gagal
 Islam satu-satunya alternatif
Peluang Otoda membuat

Regulasi Keagamaan



Regulasi Keagamaan
Nasional-Spesifik Umat Islam

Jenis Regulasi

Perdata Islam (NTCR) • UU No. 1/1974 ttg Perkawinan
• Inpres No. 1/1991 ttg KHI

Keuangan Syariah • UU No. 21 Th. 2008 ttg Perbankan Syariah
• UU No. 19 Th. 2008 ttg Surat Berharga Syariah Negara
• PP No. 73 Th. 2012 ttg Perubahan PP No. 56 th 2008 ttg

Perusahaan Penerbit SBS

Wakaf UU No. 41/2004

Haji UU No. 17/1999; jo. UU No. 13 Th. 2008 ttg
Penyelenggaraan Ibadah Haji

Zakat UU No. 38/1999; jo. UU No. 23/2011 ttg Pengelolaan Zakat

Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989; jo. UU No. 3 Tahun 2006 ttg Peradilan
Agama



Jenis Regulasi Contoh Regulasi

Mengatur Relasi antaragama - Pendirian Tempat Ibadah (Perber 9 dan 8 th
2006)

- Tata cara penyebaran agama

Penodaan Agama UU No. 1/PNPS/1965

Pelarangan aliran dan
/gerakan keagamaan

-SKB 3 Menteri ttg Pelarangan Aktifitas Ahamdiyah
- dll

Adminstrasi Keagamaan - UU No. 23/2006; jo. No. 24 Th 2013 ttg
Adminduk

Regulasi Keagamaan
Nasional-Terkait Semua Agama



Regulasi Keagamaan
Tingkat Propinsi/Kab/Kota

Jenis Regulasi Contoh Regulasi

Mengatur Moralitas • Perda miras; antimaksiat; judi; pelacuran; pakaian
Islami dsb. 

Mengatur Ketrampilan
Beragama

• Kemampuan baca tulis al-Quran

Mobilisasi ekonomi Perda Zakat

Larangan aktifitas aliran
keagamaan

Larangan aktifitas JAI dsb.

Penerapan Hukum Pidana
Islam

Khusus Aceh: 
-Qanun khalwat, maisir, khamr
- Qanun jinayat dll



5 level Formalisasi Islam

1. Hukum keluarga Islam.
2. Hukum terkait ekonomi: 

keuangan syariah; zakat; 
wakaf.

3. Pengaturan moralitas
keagamaan dan
pelarangan hal2 yg
dipandang bertentangan
dg agama.

4. Penerapan hukum pidana 
Islam

5. Islam sebagai dasar 
negara. 

• Gatra, Mei 2006



Bagaimana Islamisasi regulasi? 

• Potensial diskriminatif
• Meng-qanun-kan syariat

berarti sekularisasi syariat. 
• Bisa mendegradasi makna

syariat. 
• Agama mjd tergantung pada

negara. Yang mutlak tidak
bisa disandarkan pada yg
relatif.

• Rentan manipulasi. Di 
manfaatkan elit lokal untuk
kepentingan politik sesaat.

• Bisa jadi, ini agenda awal
untuk membentuk NI.


